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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pcmbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Llngkungan Provins! Jawa Tengah; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
climaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupal! tentang Keb!jakan 
Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Dacrah 
Kabupacen Jepara Tahun 2017; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
Menteri Dalam Negcri Nomor 76 Tahun 2016 tentang 
Kebijakan Pengawasan di Liogkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Tahun 2017 maka pcrlu mcnetapkan 
Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017; 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan 
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
secara efektlf, efisien dan terpadu serta mencegah 
terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna 
mewujudkan tata pemerintanan yang balk, perlu 
d.isusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

Menimbang 

BUPATl JEPARA, 

DE NGAN RAH MAT TUHAN Y ANO MAHA ESA 

KEBJJAKAN PENOAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 

TENT ANG 

TAHUN 2016 NOMOR 7'5 

PERATURAN BUPATIJEPARA 

BUPATI JEPARA 
PROV1NSI JAWA TENGAH 
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10. Peraturan Pemer!nlah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ta.hun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kincrja tnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan L.embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2005 teniang 
Pedomao Pemblnaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Lndonesia 
Nomor 4593); 

6. Undang-Undaog Nomor 23 Tahun 2014 ientang 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahaa 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana lelah beberapa kall dlubah lerakhlr 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaraa 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 20 J 5 Nomor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembenlukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undaag-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pcrncrintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahon 2004 Nornor 126, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ternang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 

Pasal l 

PERATVRAN BUPATl TENTANO KEBIJAKAN 
PENGAWASAN DI LrNGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

16. Peraturaa Bupatl Jepara Nomor 24 Tahun 2012 
ten tang Tugas Wakil Bupari (Serita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2012 Nomor 659); 

17. Peraturan BupaLI Jepara Nomor 40 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja lnspektorat Kabupatcn Jepara 
[Berlta Daerah Kabupaten Jepara Tabun 2016 Nomor 
40). 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabuparen Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaien .Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan 
Lembaraa Daerah Kabupaten Jepara Nomor l I]; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 
2012 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Mencngah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 
20 l7 (Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran, Daerab 
Kabupaten Jepara Nomor 9); 

13. Peraiuran Menteri Dalam Negerl Nomor 76 Tahun 2016 
tentang Kebijakan Pengawasan di Llngkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Penyclenggaraan 
Pernerintahan Daerah Tahun 2017; 

12. Peraturan Menter! Dala.m Negeri Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penanganan Pcngaduan 
Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri 
dan Pemerintab Daerah; 

11. Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 23 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah sebagaimana 
telah dlubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 23 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
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II 

Pasal2 

Uraian kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemertntah Daerah Kabupaten 
Jcpara Tahun 2017, disu snn dengan sistematika sebagai berikut : 
I. Pendahu luan 
lJ. Kebijakan Pengawasan 
ill. Program dan Kegiatan Pengawasan 
IV. 'Nndak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan APrP 
V. Laporan Hasil Pengawasan 
Vt. Koordinasi Pengawasan 
Vll. Penutup 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Pernerintahan Daerab adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh 
pemcrintab Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah rnenurut asas 
otonoml dan tugas pcmbantuan dengan prinslp otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Pemerlntah Daerah adalah Bupati sebaga.i unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang mcnjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adaJah Bupati Jepara. 
5. Inspektorat adalah Inspektoral Kabupaten Jepara. 
6. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan 

dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Jepara. 

7. Pcngawasan aias penyelenggaraan Pemerint.a.han Daerah adalah proses 
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemermtahan Daerah 
bcrjalan secara efektif dan eflslen sesual dengan rencana dao ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

8. Pengawasan lntern adalah scluruh proses kegiatan audit, revieu, evaluasi, 
pemantauan dan kcgiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang 
memadai bahwa kegiaran telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur 
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepenungan 
pimpinan dalam mewujudkan tata kepeme:ri.ntahan yang balk. 

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkaL APIP 
adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas pcnyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah sesuai Iungsi dan kcwenangannya yang meliputi 
tnspektorai Jenderal Depanemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintab 
Non Kemenlerian, lnspektorat Provinsi, dan Inspcktorat Daerah. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkar SKPD adalah 
Satuan Ke.rja Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara. 
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Diundaogkan diJepara 
pada tanggal 29 Deaember 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPA'r8N JEPARA, 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 29 Desember 2016 

Pit. BUPATJ JEPARA, 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. 

Pasal 4 

Dengan berlakunya Peraruran Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jcpara 
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pcngawasan di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 (Serita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2016 Nomor 2) dlcabui dan clinyatakan tidak bertaku. 

Pasal 3 
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I. PENDAHULUAN 
A. l,ATAR BELAKANG 

Peraturan perundang-undangan mengamanaikan kepada 
Bupat:i untuk melaksanakan pengendallan alas penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada sistem 
pengendallan intern pernerintah dan pengawasan atas 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Inspektorat, untuk dan atas narna Bupati, sesuai dengan Iungsi 
dan kcwenangannya selaku Aparar Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 
melalrukan : 
L. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerlntahan di 

Daerab; 
2. Pengawasan terhadap pembinaan atas penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 
3. Pengawasan terhadap pelaksaoaan urusan pernerlntahan desa; 

dan 
4. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 

perangkat daerah termasuk akuntabllitas keuangan daerah, dalam 
rangka memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dcngan fungsi pengawasan intern Pemerintab 
Daerab, merupakan bagian tak terpisah dari penyelengga.raan 
pemerlntahan dalam upaya rnewujudkan visi dan misl Bupati 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerab Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Jcpara Tahun 2012-2017. 

Hasil-basil pengawasa.n Inspektorat dibarapkan dapat 
memberikan: 
l. Keyaklnan yang memadai alas ketaatan, kehematan, efisiensi dan 

efektivitas pencapaian tujuan pcnyelenggaraan tugas dan fungsi 
instansi Pemerintab Daerah; 

2. Peringatan d.inl dan meningkatkan efektlvltas manajemen dsiko 
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah 
Daerah; 

3. Peningkalan kualHas tata kelola penyelenggaraan lugas dan rungsi 
instansi Pemerintah Dacrah; 

4. Saran dan masukan unruk dllakukannya perbaikan kondisi intern; 
5. Saran dan masukan untuk peningkatan pemblnaan atas 

penyelenggaraan pernerintahan desa; dan 
6. Saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplln PNS. 

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LlNGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 

l.AMPlRAN PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 75 Tahun 2016 
1'ANGGAL : 29 Deaem'ber 2016 
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C. OBYEK PENGAWASAN 
1. Satuao Kerja Perangkat Daerah dao Satuan Unit Kerja di 

Llngkungan Pemerintah Kabupaten Jepara; 
2. Desa; 
3. Sekolah; 
4. Puskesrnas; 
5. Seluruh kegiatan yang didanai oleh APBD KabupatenJepara; dan 
6. Pelaksanaan tugas pembantuan yang ctidanai dari APBN dao/atau 

APBD Provinsi bcrdasarkan pelimpahan pemeriksaao atau 
pemeriksaan bersama. 

2) Urusan pemerinlahan. 
1) Pengawasaa tcrhadap pelaksanaan pembinaan peayeleoggaraan 

urusan pemerintahan desa; 
2) Penanganan pengaduan masyarakal; dan 
3) Pengawasan dengan Iokus materi atau obyek khusus (tujuan 

tertentu]. 

8. RUANG LINGKUP PENGAWASAN 
Ruang lingkup pengawasan meliputi: 
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah: 
I) Admin.istrasi umum pemerintahan yang meliputi: 

1) Kebijakan; 
2) Kc.lembagaan; 
3) Pegawai; 
4) Keuangan; 
5) Barang Daerab. 

ll. KEBIJAI{A.N PENGAWASAN 
A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN 

Arab kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahao 
daerah tahun 2017 meliputi: 
l. pengawasan Internal di lingkup Pemerintah Daerah; 
2. pengawasan urusan Pemerint.ahan Desa; 
3. kegiatan pembinaao dan pengawasan dalam rangka perceparan 

menuju good governance, clean gouerment, dan pelayanan publik 
pada Pemerintah Daerah; dan 

4. kegiatan penunjaog pembinaan dan pengawasan.. 

penyelenggaraan 
masyarakat atas 

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Llngkungan Pemerintahan 
Daerah Tab un 20 17 adalah : 
a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan 

Pemerintah Daerah; 
b. menslnerglkan pengawasan yang dllakukan oleb Inspektorat 

Provins! dan lnspektorar Daerab; dan 
c. men.ingkatkan penjamioao mutu alas 

Pernerintahan Daerah dan kepercayaan 
pengawasan APtP. 

B. TUJUAN 



C. Kegiatan pembJnaan dan pcngawasan dalam rangka percepatan 
menuju good gouemance, clean qouennent, dan pe.Jayanan publik pada 
Pemerintah Daerah, melipuli : 
I. mengawaJ reformasi birokrasi melalui kegiatan : 

a. penilaian mandirl pelaksanaan reformasi blrokrasi (PMPRB); 
b. evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap 

triwulan); 
c, pembangunan zona integritas: 
d. penguaian APIP. 

2. pemant.auan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 
Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak 
lanjutnya; 

B. Pcngawasan U rusan Pemerlntahan Desa. 
Pengawasan urusan Pemerlntahan Desa dilakukan terhadap 
Pemerintahan Desa dan pelaksanaan unsur Pemeriniahan d1 
Pemerlntah Desa, mellputi: 
1. pemeriksaan aspek pcngelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, 

kcuangan dan aset pada Pemerintah Desa; 
2. perneriksaan pelaksanaan tugas pernbantuan di Pemerintah 

Pu sat/ Propinsi/Daerah; 
3. perneriksaan khusus terkait dcngan adanya pengaduan yang 

bcrsumber dari masyarakat mau pun dad Instansi Pemerin tah; 
4. Pembinaan dan pcngawasan Bu pati terhadap dana desa, 

ill. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN 
Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam poin II.A, maka program dan kegiatan pengawasan 
disusun scbagal berikul: 
A. Pengawasan Internal dllingkup Pemerintah Daerah. 

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan 
perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah 
perbaikan, penyempurnaan scrta tindakan-tindakan lain yang dapat 
rnemperlancar dan terlib tugas yang menjadi tanggungjawabnya, 
meliputl: 
1. pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, 

keuangan dan aser pada SKPD/unit kerja; 
2. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 
3. asistensi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

(SPIP) cli SKPD/Unit Kerja; 
4. review Laporan Klnerja lcstansl Pemerlntah (LKjlP) SKPD/Unit 

Kerja; 
5. penanganan Pengaduan masyarakat clan pemeriksan dengan 

tujuan tertentu: 
6. pemantauan tindak lanjur basil pengawasan: 
7. pemeriksaan anggaran pendldikan berupa pemeriksaan 

pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); 
8. reviu Rencana Kerja Anggaran SKPD; 
9. evaluasi Sistem Pengcndalian Internal SKPD/UnH Kerja; 
lO. pembinaan dan pengawasan tcrpadu dengan lnspektorat 

Kementerian/Provinsi/Lemba.ga Pemerintah Non Kementerlan atau 
BPKP; 

11. pengarusutamaan Gender. 
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IV. TLNDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN APIP 
Tindak lanjut basil pemeriksaan Badan Perneriksa Keuangan dan 

pengawasan APIP dlJaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
l. Tnspektorat rnelakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan 

tindak lanju t hasil perneriksaan BPK dan pcngawasan AP!P; 
2. Kepala SKPD wajlb melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan; 
3. Tindak lanjut hasil pengawasan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) 

paling lambat 60 [enam puluh) harl kalender setelah tanggaJ 
diterimanya laporan hasil pengawasan; 

4. Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjur hasil 
pengawasan yang dllakukan oleh Kepala SKPD; 

5. Dalam ha! Undak lanjut basil pengawasan terindikasi kerugian 
keuangan Nega.ra/Oaerah tidak diselesaikan dalam 50 (enarn puluh] 
hari kalender, kepala SKPD menyampaikan kepada Majelis 
Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Gaoti Rugi unruk 
melakukan penyelesaian; 

5. Dalam hal Undak lanjut basil pengawasan tldak terkait lndikasi 
kerugian kcuangan Negara/ Dae rah tidak diselesaikan dalam waktu 60 
[enam pulub) hari kalender, lnspekrorar Daerah melaporka.n kepada 
Wakil Bupatl sebaga.i bahan perlimbangan dalam pengambilan 
Keputusan. 

0. KEGlATAN PENUNJANG PENGAWASAN 
Kual.itas hasll kegiatan utama pengawasan perlu didukung 

dengan kegiatan penunjang pengawasan, sebagai berikut: 
L Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur 

pengawasan. 
Aparatur pengawasan perlu mengernbangkan wawasan, 

pengetahuan dan kctrampllan melalul dlskusi dengan tema 
pengawasan yang dikernas dalam bentuk kegialan pelatihan di 
kantor sendlri, 

2. Pengiriman peserta diklat/ ujian/ soslaLisasi/ bintek/ pelatiban/ 
kursus/ seminar kc luar daerah. 

Pcngiriman aparatur pengawasan dalam pendidlkan dan 
pelatihan [diklat] sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsionaJ dan 
diklat teknls substansif dimaksudkan untuk meningkatkan 
profesionalisme dan kemampuan apararur pengawasan di 
lingkungan lnspektoraL 

3. Kcgialan penunjang pengawasan lalnnya. 
Kegiatan penunjang lainnya meliputi penyusunan l(ebijaka.n 

Pengawasan, Pedoman/Petunjuk Teknis Pengawasan, Program 
Kerja Pengawasan Tahuna.n (PKPT) dan laporan berkala evaluasi 
hasil pengawasan. 

3. penguatan sistem pengendalian internal; 
4. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; 
5. evaluasi perkembangan kinerja perlodik (setiap triwulan]; 
5. pengawasan atas pengelolaan anggaran pcnctidikan ; 
7. evaluasi perkembangan kinerja pcriodik; 
8. Unit Pengendalian Gratifikasi. 
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Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraao Pernerintahan Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupateo Jepara Tahun 2017 diharapkan 
menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam meJakukan perencanaan, 
pelaksanaan dan pelaporan peogawasan pada Tahuo 20 17. 

Sasaran dan jadwa! pengawasan oleh APIP di Daerah ditetapkan oleh 
Bupali dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKP1') APIP di Daerah. 

Vil. PENUTUP 
Kebijakan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tahun 2017 
merupakan upaya uniuk mengarah.kan seluruh kegiatan APIP Daerah 
menuju peningkatan evektivitas dan eiisiensi pelaksanaan pengawasan 
Internal Pemerintah Daerah, 

VI. KOORDfNASI PENGAWASAN 
Untuk mewujudkan efektlvitas pengawasan Intern pemerintahan di 

Daerah, APIP Daerab rnclakukan koordinasl dengan APIP Pusa1 dan APIP 
Provinsi. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup: 
1. Rapat Koordinasi Pengawasan. 

Koordinasi pengawasan antar Jajaran AP[P perlu dilaksanakan 
guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan 
pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan dan mengurangi 
tumpang tindih pelaksanaan pernerlksaan. 

2. Fre.kuensi Pemerfksaan oleh APlP Daerah. 
Dalam satu tahun anggaran, saLU obyek pengawasan dapat 

dilakukan pemerlksaan lebih dari I [satu] kali dcngan kctentuan: 
a. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau 

berbeda; 
b. Sasaran pemeriksan sama atau berbeda; dan 
c. Pemeriksaan investifigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai 

kebutuhan. 

V. LAPORAl'I HASH .. PENGAWASAN 
lnspektorat wajib menyampaikan Laporan F:lasil Pemeriksaan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dcngan tembusan 
kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tcngah, BPK 
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pimpinan SKPD/Unlt Kerja, PNS 
dan Pimpinan Perusahaan Daerah serra Pemerintah Desa. 


